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ABSTRAK  

Manan Abdulloh, 201510115106, Skripsi, Kedudukan Hukum Perkawinan 

Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pengadilan (Studi 

Kasus Nomor : 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg) . 

Ada beberapa permasalahan dalam kasus Penelitian ini yang membahas 

mengenai Putusan Hakim dengan Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. 

Bahwa suatu perkawian di Negera Indonesia sangat lah penting yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui kedudukan hukum perkawian poligami yang 

dilakukan oleh pegawai negeri sipil tanpa izin pengadilan. Putusan yang berkaitan 

dengan adanya kedudukan hukum perkawinan poligami yang dilakukan oleh 

pegawai negeri sipil tanpa izin pengadilan yang dilakukan oleh Termohon I yang 

melakukan perkawinan poligami dengan seorang janda ceria atau disebut dengan 

Termohon II. Pelaksanan perkawinan di dalam putusan ini melanggar ketentuan 

pasal 4 ayat (2) dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu 

masalah ini harus dianalisa oleh penulis agar menciptakan suatu kepastian hukum. 

Untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan perkara diatas, penulis 

menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Jenis 

data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari bahan hukum primer, 

sekunder, dan bahan tersier. 

 

 

Kata Kunci : Perkawinan Poligami, Pegawai Negeri Sipil, Kedudukan Hukum 
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ABSTRACT 

Manan Abdulloh, 201510115106, thesis, legal position of polygamy 

marriages conducted by civil servants without court permission (case study 

Number: 0016/PDT. G/2016/PTA. Bdg 

There are several problems in the case of this study which discuss the 

Judge's Decision with Case Number 0016 / Pdt.G / 2016 / PTA.Bdg. That a 

marriage in Indonesia is very important as regulated in Law Number 1 of 197 and 

Compilation of Islamic Law. This study aims to determine the legal position of 

polygamous marriage carried out by civil servants without court permission. 

Decisions relating to the existence of polygamous marital legal status carried out 

by civil servants without court permission carried out by Respondent I who conduct 

polygamous marriages with a cheerful widow or referred to as Respondent II. 

Marriage implementation in this decision violates the provisions of article 4 

paragraph (2) and article 22 of Law Number 1 of 1974, therefore this problem must 

be analyzed by the author in order to create a legal certainty. To conduct research 

related to the case above, the author uses the normative legal research method and 

uses a statutory approach with reference to the applicable legal rules. The type of 

data used is secondary data. Sources of data from primary, secondary and tertiary 

legal materials. 

 

 

Keywords : Polygamy marriage, Civil servants, Legal position 
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